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BUPATILEBONG 

PERATURA!f BUPATI LEBON'G 

llOIIOR 09 TAHUII :2014 

TEllTAJtG 

TATA CARA PENATAUSAHAAll, PERTAJtGGUl'IGJAWABAJt DA!t PELAPORA!t 

S ERTA IIOIUTORillfG DA!t BVALtrABl BELAllfJA HIBAll DA!t BELAIIJA BAll'TUAllf 

S08JAL YANG BERSUIIBER DARI AllfGOARAllf PElmAPATAllf DAIi IIELAIJJA 

DAERAH 

DENGAllf RAllllCAT TURAllf YAlfG lllABA BSA 

BOPATI LEBOllfG, 

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanalcan ketentuan Pasal 133 ayat 

(3) Pcraturan Menter! Dalam Ncgen Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengclolaan Kt'Uarlgnn Dacrab, 

perlu mcnetap.kan Taltl Cam Pcmbcrian dan 

PcrtanggungJawaban Subsidl, Hlbab, Banruon Sosial 

dan Ba.nruan Keuangan dcngan Peraruran Bupati. 

Mengmgat 

b. bahwo bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimona 

climaksud dalam hurur b perlu mencuipkan Peraruran 

Buputi Lebong tenlang tab< eara penganggru'!lfl, 

pelaksanaan dan penatausabaan. pertangungja-ban 

dan pclaporan, serta monitoing dnn evaluasi Be1onJ8 

Hlbah don Bantuan Sosial yang bcrsumoer dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

c . bahwa untuk mcmpermudah birokras, penyaluran d8llll 

hibah. bonsos, dan bantuan keuangan, mak& perlu 

dilskukan revisi Pcraturan Bupati Nomor 23 Tahun 

2014 

I. Undang-Undanic Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 

Pembenlukan Provlnsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia TahW'I 1967 Nomor 19, uunbahan 

Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. lfndang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tmtang 

Organisasi Kemasyarnkatan (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Lndoncsja Nomor 3298) ; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahon 2003 tentang 

MSCJahkraan Sosial (Lc!mboran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor l 2, Tamb<lhan !Lmbara.n 

__ Neil3ra R~ublik Indonesia Nomor 49671 · 



4. Undnng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcniang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Repulblik lndone,;ia Nomor 4286); 

S. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubllk Indonesia Nomor 4355); 

6. Onda.ng-Undang Nomor IS Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan 
Negara: 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik tndonesia Nornor 4437) 
sebagaimana tebth bcl:!erapa kali diubnh, Lerakhir 
dengan Undang-Undang illomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah {Lembaran 
Nega:ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembamn Negara Republik !nclone!\ia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang No(llor 40 Ta.bun 2004 tehtang Sistem 
Jiuninan Sosial Nasional (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 50, Tiunbahan 
Lembarsn Negara Republ ik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tnhu.n 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4723): 

10. Peraturan Pcmeri.ntah Nomor 20 Tahun 19(>8 tent.ang 
Berlakl.lnya Undang•Undlang nomor 9 Tahun 1967 dan 
pelaksanaan pemc:rintaban di provinsi Benglculu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

11. Pera:turan Pemerincah Nomor 58 Tabun 2005 umtang 
Peng(:lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarobahan 
Lc,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taliun 2007 lentang 
Pembagian urusan pernerintahan antara Pemcrintah, 
Pemerintah Daerah Pravinsi, dan Pemerintah Daerah 
Lainnya (Lembaran Neg_ara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahuo 2010 e<:nt.ang 
Stander Ak.untansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republiklndonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan 

• •• ... ••••• ' _,_ , , _,.., =::1,:-.::11 



Menetapkaa 

14 Pcrawra.n r>emenntah Nomor 2 Tahun '.!01~ tentWig 
H1bah Da.erah (L<:mbaran '.'legara Republik Indonesia 
Tabun .:io12 Nomor 3, Tambahan Lembaran Ncear.a 
Repubtik lndonesiaNornor 5272J; 

15. Peratu1-an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
Lentang Pedoman Pengclolaan Kcuangan Dacrah 
sebagaimana 1elah diubab beberapa kali, terakhir 
dengan Pcraturan Menterl Dalwn Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang ptrubilhan Kcdua atas l'era,turan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Keuangan Dacral, (~riia Negara 
Republik Indonesia tahun 201 1 nomor 310); 

16. Peraturan Menterl Kcuangan Nomor L68/PMK07 /2008 
tcntang Hibah Dacrah; 

17. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 40/PMK.05/2009 
ten!,$ng Sistem Aku11tansi Hibah; 

I 8. Peraturan Menteti On.lam Negen Nomor 32 Tahun 20 I 1 
tentang Pedomun Pemberian Hibah dan BaJ\tuan Sos1al 
yang t;,ernurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belaaja 
Daero.h (Berita Negara Republik lndonesia tahua 2011 
nomor 450); 

19. Peraluran l)aerah Kabupatcn Lebong nomor l3 Tahun 
2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lcmbaran Dat"rah Kabupaten Lebon g Tahun 
2010) 

MEMOTUSKAN : 

TATA CARA PS:JIIAT.AUSA.HAAN, PERTANGGUNGJAWABAN 
DAI\' PELAPORAN SERTA MONITORIN<1 DAN EVALUASI 
BELAN,IA .HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSlAL YANG 
BERSUMBJ:;R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAER.AH 

BABI 
KETENTUAN UMUl'IJ 

Bagian Kesatu 
Pengertlan 

Pasal 1 

Dalam peraturun ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Lebong; 

2. Daerah adalah Ka1;>1,1paten Lcbong; 

3 Pemenntah Daerah ada.lah Bupau dan Perangkat 
Darrah s<"baga, uosur pcnyelenggarn pcmcri11tah 
daerc1h, 



-..- ··---
Ru.aug Lingmp 

Pasal2 

RUM& lingkup Peraturan Bupati ini mcliputi ptnataullilhaan, 
pelaporaa dan pertanggungjawaban serta raoniLoring dan 
evaluasl pe,nbcrlan Belanja Hlbah clan Belanja Banwan 
Sosial yang bersun1ber dari APBD. 

BagiaDlKeUgil 
Belanja Blbah 

Pasa13 

L Belanja Hibah dapat bcrupa uang, uarang at.au Jasa; 

2 . Belanja llibah berupa b.arant: dapat bcrbentuk: Tanah, 
peralatan dan mesin, geduog dan bangunan, jalan, 
irigasi, jaringan, dan aseL retap lainnya; 

a. Bewan clan Lumbuhan; dan 
b. Asel tetap tidak. bcrwujud seperti pcrangkat 

lunak; 

3. Belanja bibab berupa jasa dap11t lx-rbentuk bantuan 
teknis, pcndidikan, pcJatlhan, peneljtian. dan jasa 
lainnya: 

t4, Hibah yang dibenlrnn kcpada Pemenntab, Pemerintab 
Daerah lainnya dan Pe.rusahaan Dacrah, bertujuan 
untuk mcnunjang pcningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan di dac.rah den peningkatan pelayanan 
Jrepada masyarakat; 

J 5. Hibab kepada baden / lembaga / organisasi swaslB 
clan / alau kelompok masyarakat / perorangan 
ben:ujuan unluk meningkatk.an partislpasi dlllam 
penyelenggnraan pembangunan da.erah. 

Pasa14 

1. Petnerintah Da~rah dapal membcrlkan Bclanja Hibab 
sesuai kcmampuan keuangan daerah, yang dilakuk.an 
setelab memprioritaskan pemi:nuhan belanja urull8n 
wajib, yang dilelapkan berdasa.rkan ketentuan 
peranrran perundang-,mdangan; 

2. Pemberian bclanja hibah sebaga.imana dimaksud p,lda 
ayat ( I) ditujukan l!.llllUk menu,:tjang peneapaian 
sasaran program clan kegiala!I pemcrintah daerah. 
dengan memptrhatikan asas keadilan, kepatut.an, 
ra.sionalitas dan manfant untuk masyaraka.1; 

3. Bdanja J libab beniifat bantuan yang tidak mengikaL 
dan tidal< wajib serta harus dlgunakan scsuai dengan 
persyaratan yang diatur dalam NPHD; 

4. Pembcrian Belanja Hibah merupakan pengalinan bak 
dari pemcrlntah dac:rall kepada penerima belanja 
hibah, yang secara spesiflk telah diu:nllikan 
penmtukannya. 



Pasal5 

J . llibah ~ehagaimai,,s dima.ksu<1 dalam Pasal • b,inya b,s, 
dipergunaka1, se.sttai dengan pcrsyamtan yung. 
ditctapkan dnlam Na«kah Perjanjian Bclanja Hibah 
Dttera,.h; 

2. Naska.h Pcrjanjian Belanja H ibah Daenih scbag.,imana 
dimaksud pada ayaL (1) sckur,111~-kurani:rry rn=~ttil 
ideAtit.as penerima hibah, lujuun pemberian hihah, 
jumlah i1aogyang clihibahkan. 

Pasal 6 

I. Belanja I libah <lapaL diberikan kcpada: 
a Ptmcrintah; 
b. Pemerintt:1.h Daerah l..,ainnva: 
c. Pel'\l sahaa.n Daerah; • 
d Masyarakat1 dan/ au1u; 
t. Orga:nisasi kemasyarakaLan. 

2. BekmJa hibah kcpada pl:'mt:rirltAh scbngairnuna 
dJmaksud 1:mda ayat (I) huruf "-· dibcrik.,n kcpadn 
i11~1lln~1/ satuar1 kcrja pnda kcmcmm.n dan/arau 
Jembaga pemerlntah non. kem-,ncredan yang wilayah 
k:orjanya berada di daerah~ 

3 . Belanja hibah kepada. pemcrinlah s<:boga:irnaoo 
dimaksud pada aya.1 (2) dikeloln da" <lilaksiani,l<an dalurn 
mt.·km1isme APBN dan 1\f">HD scstliu pcra1ttrt:lfl 
perun<.lang-undangan; 

4. Bclanj.a hibah kepada pemerintah daerah lainn1•>1 
sebugaimana dimak~ud pada ayaL (I) hur1.1f b, diber1k,1rt 
kepada daerah otonom baru hasil pcmekaron doerah 
berdasarkan ketcrnuan perat.uru.n ~crunclr,nJ,? ,111drmgon: 

S. 8.-lanj<L hibah lccpoda perusaJ1aan dacrah s«bagaimana 
dimak:;ud pada ayat (1) huruf c, diber!kan kcpada 
peru$0haan daera.h atau perseroan millk pemcrin1ah 
dacrah, sesuai ketentuan perntura11 perundang~ 
undangan; 

6. Bclanja hibab kepada masy□ rulrnl ~,•b<1gru111am1 
dimaksud pada ayat (I) llu ruf d, di bl!rikaa kc pad□ 
kelompok orang yang memil iki kcgiatan Ltrlcntu dalam 
bidang perekonomian, pendidikan, keseha1a11, 
kcagarnaan, kesenian, a.daL istiadnL, li ngkung:an h idu p. 
K.(.:pemudrum, pertanian, peLemakan, pcnkanan, 
kelauL11n. pemb<;rduyaan percinpuan dein kt·, ,lahn:ag,aan 
non pr<)fe$ional; 

7. Bdanja hi bah kcpada organisasi kerrtas.yarakatan 
scbagaimana dimaksud pada nya1 (1) 1,uruf ,,_ dibcrikan 
kcpada organisa,si kemasyarakatan yang cUbentuk 
berdas.arkan kettntunn peraturan pcrun<lan~·undungan, 
mr•llputi tJrL?an,:-.aM-st'm.i pemeri11tHI ar~11l~si Ti()n 

pemtrmt.ah. lcmbnga ketail.iuLan rnu...-.;·,.1ru.n. kID.OOl;til . . .. 



8. Mlbah dttlam bentuk jasa dianggnrkan c!alam bentuk 
program clan kegiar.an olch SKPD dalam kclompok 
bela.njo langsung, dilakukan mclalui keglalan SKPD 

V berkenalln, sesuai dengan peraruran perundang• 
undangan. 

Pasal 7 .,, 

1. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan olch PPKJ) daJam 
kclompok belanja tidak Jangsung, yang penyalurannya 
dilakukan melalui transfer dana kcpada pcncrima hibah; 

2. Hibah dal!UII bentuk baraog modal diangg,irkan dalam 
benluk program dan kegi,11.an old! SKPD da)am 
kc!Ompok beJanja Jangsung; 

3. Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) !"roses 
pengadaan barangnya dllakukan oleh SK.PD; 

4. FHbah dalam l;>enluk jasa dianggarkan dalam bentuk 
prognun d.ao kegiatan oleh SKPO dalrun kelompok 
belanja langsung, dJlaku.kan mclalui kegiatan SKPD 
berkenaan, sesuai dengan peratun,n perundang• 
Wldangan, 

Bagian Keempat 
Bantuan Sosial 

Pasal8 
l. Belanja Banruan Sos,al dapat berupa uang, barang atau 

jasa; 

2. Belanja Bantuan Soslal berupa barang dapat berbentuk
lL Pemlutan dan mcsin, gedung clan bangurnm., dan ascL 

tet.11.p lainnya; 
b. Hew.an da n tumbuhan; ctan 
c . Aset cetnp tidnk berwujud seperti perangkat lunak 

Pual 9 

1. Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan 
yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bent"Uk uang 
dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota 
masyarokot; 

2. BanlWln Sosial S<:bagaimana dirnaksud pada ayai (1) 
diberikan sccnra sclektif, tidak terus menerus / ticlak 
mengikat serta tnemiliki kejelasan peruntukan 
pcnggunaannya dengan mempcrtimbangkan kemampuan 
keuangan dacrah. 

PaeallO 

1 . Bantuan sosial dalnm bentuk uang dianggarkan oleh 
PPKD dalam kelompok bdanja tidal< lang:sung dan 
d,sttlurkan melalui pembayaran 1unai / transfer dana 
kepada penerima bdntuan; 

2 BantllWl sosiru dalam lkntuk barang diaoggarl<an dalam . . . . . -··-- .. 



-

~- "lom1 <>l-. t.,L,;n)'l lang,ung 
3. Proses pengmlaun barMg b.srnuan 

dirnaksud pada ay.11 (21 
dipertanggungiawalll«tn ulch Si-PD. 

Bagiao Kelim11 
Kriteria d.nn Persyaratan Umum 

Parngraf 1 
Kriterln 
Pasal 11 

Pcrnbcri1m bdat>Ja hibah ulau b,,nsos palin11 scclikil 
rnernc:nuhi krh.crin: 

I. Pcrunlukannya tclah ditetapkan sccaru spcslJik; 

ana 
clan 

2. Untuk melaksanakun keglatan yang menJ.adi urrnmn 
dae,·ah . ya iru 1:>eningk,uan rungs, pcrnerintahan, l<1~,111W1 
dasar umum. dan pembe-t'dt1}'HA11 ap~mtur; 

3. Untuk kegitltan <lengan kondjsi Lerlc111u Vd1 hork,1itun 
deng_~n penyclcnggaraan kcg1awn t'cmcrintah Oacr:.ih 
yang berskala na;:,ional/ Lntcrnasionnl/ rcgmn:::d; 

4 Umuk melaksanokan keglnta11 sebagai ukiba, kcuijukrul 
pc:mcrinLah yang mcngakibatkan p(.~nambal ,n1 hd>i.111 
APBD; 

5. 'l'ida..k wajib, tidak mengikaL, dru, udnk tcrus n l\.'l lt:1 u~ 
seliap tahlln Snggaran, kccuali ditc11I uk,lll lmn 
bt..'rc:lEIS-t:lrkan ketent1.1an pt:ru.l1.H'Hl1 pc.·rund ... ing •L1ndt111J:r..UJl 

6. Mcmenuhi persyaratan pencrimti hflx1h nrnu tmnsm1 

Parag,raf 2 
PersyaratllJI Umum 

Pasal 12 

L Belanjll. hibah atau ban•O• kepado Pemennwh don 
Pcmcrin1.ah bacrah lainnvn dibcrikan d(:ngun 
persyaratnn um1.11n, d1an1amr\\ 1· 

a. Pe.nggunaan dilujukan unluk mL·nu1~j<-11;g 1x•nlngkaLan 
pe11yelenggarnnn rungs'i 1wmcrinwh dueruh da11 
pemcrintah dacrah lainnya, 

b. Pcncrima belanja hibah nt.au Uans,JS b~•rJ,wcit.1duka11 
dalam wHa.yah adml11i~trasi ptmerintah dcruh IU1b 
Lebong, kecuali dirnntukon l1:;.11n l.N•r<.lu~•rkan 
kctcntuan peraturun perund rip;- t..11,cl.mw.111 

c. Memper1imbangkan ldn1,.•rj~1 pcng,~lola.an brl,111j,.;1 hibuh 
atau bonsos se.belumnya. c:t.kumulasi belt1nj,1 llibnh 
t;1,U:1u ban-sos yang pernnh d itcrima dan /awu kegiatan 
scjenis yartg wlah dil!tksan<lkan 

2 13elaJ1JO hibah aluu bansos kcpm!tJ P~ru~1h 1111 JJurmh 
dibcr[kan d~:ng.An pt;rsJantLc111 t1mt1111 d 1111 n\l1 

~. Pt--riggunaan d,tujuka,, um 1111 . unjau~ 1, 1m~k.1L.11t 

penyclcnggat&i.lt PcmCJinll1h D~lcri-d1 d1111 l~1vtma11 
umum dasar, 

~~ D ,_.,,.._,. h,.I ..., ... "-•"""' ,,, ••• '-,. ....... ,..,. I, .-t•••~~ r 



-

,eba!l'll perus.,haan dacral, Kabupatc11 Ldx,11g 
r :Vlcmpernmbangkao kmerJt1 pengeli,lr,,in l>dan;a h1bc, l1 

uLau baasos s.ebelumnHi ,kurr:u)d..,,t hi.--1 n1.. htbah 
P,,w ban~a~ .Htng pcmul1 1111,·rini., , 111 , keg1.tln11 
sejenis yang tefah dila.ksan~tkon 

3 BclanJa lu'bah atau bansos k~pada masya,-akat tlibcrik,m 
dengan persyarautn umum, dJunto.rm,yH: 
a. Memiliki kepenguru..in yang joJa~. 
b. Pent'rlma be1Hnji:l hlbah ,\t.u.1 h1111:-.os l11•rkt'(l11dulrn11 

dalarn wilayah admin istr 1";i 1>,·11h·rh11 111 Dal.--rai 1 
Kab.Lebong. 

c, Mcmiliki sekretanaL cj,in/atau alamat tcu\p dan jelas. 
d, Mempertlmbangkan kinerja pengelo!aan belanju n1bah 

atau bansos sebelurnnya. ukumulusi bdanja h1bah 
atau bansos 1,.U1g pc:mt1h ditcrimu th-111/atuu ki.,gii-110 11 
sejen i~ yang trlah dili.lksan,.1k.1n 

4. BelanJa hlbah at.au bansos. kcpadn Ort!.tlllt~SI 
keroa.syarakatan di bcdkan dengan persyaraLan umum, 
diautarnnya: 
" M~miliki kepcngurusan y~ngjel11,, 
b. Telah t.erdartar pada Pcmcriatah Kabuputcn/ kotu 

Lebong, paling kur.11111 1 (1111111 lnl11111 k,·1·11all 
dltentukan bcrdasarkan kc t.enIuM1 I Iu. ,1u..1::-'llfku11 

ketentuan pemturru1 perw1W1ng~ undu.11gu1 L, 
c. Pcncrima bclanja hibah mau b1u1sos bt-rkech.tdukun 

dalarn wilayah administrasi Pemerinrn.h Dat•rah 
Kabupalen Lebong, 

d. Mcmiliki sekrctariat dan/aluu Alnm1il td11p dim jd.1:-.. 
c. Mcmpcrumb~ngkan kincrlu pcngelolnan brl.tr1J,1 h 1bnh 

atau bansos sebeh.imnya ,1ku11111lm;1 I 11J~1 l11li;,d1 
atau bansos ~J.ng perouh ilikrimc, 1hHl/li! ,11 l<ll'.li11n11 
~ejerus yang Lelah diln.ksan11kan 

5. Dalam ha! belanj" h,bah diLLtjukau kepade kmbaR,t ,,.,., 
pcmerintah ya.n,g berkakan dengan tempat pcnbt1daton, 
pe~antrean, L,$M yang bcr-si.fat nnn l'or111.1l scrta 
pengeloh.umnya ~ rtlpd purlb p 1si si.,tid~,, 1-.1~},i .. ikut, 
maka pcrsyarat.un scbaguimauu dim,,ks.uJ tJ, 1d~1 ,W<I I ('11 
hun,r b dapa1 clikecutllikan; 

6. Apabila dalam Naskah P~l)anjinit 13el8nJn I Jibah nwu 
Bar1s0~ Dae rah dlper~yaratka 11 untuk menycdw k(l n daru1 
pendamping, m::t..ka Qelat"lju hil.wh atu\t bausqs ditwrikm1 
Jrepa.da ponc:rima h..ibah at4 LI l,,111~0~ ,\" 1l., ln.•J'SL-<li._t 

1ncnycdiaka11 dar,a pcndampi11 i:, 

BAB II 
BESARAN NILAIHIBAH DAN BANTUAN SOSJAL 

Pasal 13 

Belnnja I llbAh dan t:ltau ll.11tlll<1II Sm, ynni( 
perunULkunn,ya / pc.nga lol<a:siamlya bdum sccan1 ,1ela.-s. 
dij-nbarkon dalam Peraturan Bupau 1om.ang P.,;:njabar..-u1 
APBD Dukumen Pdnksunaan Anf:1,i II IJP1\1 
pengaloka.swnnyn ditctnpka<'I deng"n p nunl:wni;u.1 Kcprua - .-.-• ' - . . ' ' . 



-

Puall-4 

.Jumlah pt""n.p!o-k,i:q11t., &ikcnJ& HiM.h ...f11r B .... no,A""I ~,q,i J 
dilctapkan bcrdas-,.rkan S\lrrtt Kcputusan 1'.cpala Dina~ 
Pendapatan Pcngclolrum Keu,'lnlJIU) r>atcrah tcntang BelWlJa 
Hibah, t:la.ntuan Sosia). 

BABW 
PERMOH01iAl'I, P.ERSYAJUTAN, DAN HOIU)lSI 

PEMBERL<tlf BIB•B DAB BAJITITAll SOSIAL • 

l. Pt-rmohonan },jooJ:, R""1.I bantuan ~ dapa.t diajuk.art 
unruk k,,giatan pada bidang: 
e ~ilu dan Ketna$yantkntan, 
b. Ke•=agakrrjaan, 
c. Eltonoml, 
d. Budaya, 
c. Ketcntraman clan Ketertiban, 
r. Pc1>didik.an, 
g. K• s, laaran.-
h. Kea-gamaan, 
5 Kcpemudaau_ 
j. Olahraga, 
k. Peranan Perempuan dan Pcrlindungan Anak, 
I. Ll"gkung,u, liidup, 
m. Pembcrdayaao inasyarakal cl.an desa fJanngnn 

Pengamanan Eko1wnu daa Sosial), 
Jt. Fil>ik/l'nt,,araaa rum. F..._-,ilit,,.,, Umum, 
o. Parlai Politik. 
p. Pelay'lml.n Publik. 

2. Hibah atau Ba,~uan Sosia,J seb!lgntniana dimaksud pada 
ayal ( 1) digun;tkan untuk biaya penunjang 
kegiatan/ pt'O}'f'k yang dii 1S11ik:sn 

Pua.I 16 

1. Permohonan hibah atau banluan sosial dap<1l diajukan 
olch Lembaga Swad")'-a Ma$yarakat, Badan I Jukum, 
Perscorangan, Yayasan. Tcmpal lbadah, Pondok 
Pcsantren maupun lembaga pendidik.'ul d'...n Kepani11aan 
Hari &,;ar Nasional serta Organisasi Kcmasyarakatilll 
Lrinnya; 

2. Pcrmohonan uantua.n Sosial dapat diajukan Satllan 
K<::rja Perangkat O.i.crah (SKPO) /Unit SKPO di 
Llnglrungan PemcrinJ.Rh Kabupateo 1..cboog sesoal UlgllS 

pokoJ< dan rungsinya untuk kescjahtera,1n 
masyamkat 

L Syarat dan kclcngkapan dokumco pcrmohonan Hibah 
utau Be.otua.n Sowa.I adatah ~ 
a- Su"'4 Pu mol1w1«n dintjukau kcpada Bupati, ..... , . .... . , .. 



c. Pcnnoborum yang dia1uk:<n olch P>lntlia / 1.elompok 
masyamlrnr ham,, menaurtomkan susunan 
Ori,tit.lUS8.Si. ctiketahLti IU'pefa Oesa ! KE-IUM.<ban da.n 
CrunRt kecu<Ji untuk kegiai...n "<rninar / lok-aka.rya1 

d. Penn()honan yang diajukan oleh Yayasan, lembaga 
ynng lxrbadan Hukum melampi,kiln cop:; .,JcL,: 
pcndirian yayasan / lcmbag,,; 

e. BasJ LSM harus mclampirkan copy akre ptndirian 
dan Sarai Kcterangan terdaftar di Pemt:.dntah 
Kabupat,:n Lebong. 

f Rincian dan lokllsi kcgiawi serta rcncana kebutuhan 
bia,ya I RAB ) unwk pekerjaan peml;,angunao li.sik 
dan renama kebutuhan biaya lainnya untuk 
pcl«r.jaan ru,j\ ii;ilk; 

g. Melampirkan copy ~'TP pemohon / ketlla / 
peoanggungjawab lregiatan; 

b. Permobonan/proposal diajukan dalam rangkap 2 
(dua); 

Kondisi 
~18 

Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial kCJ>'dda pemohon 
sebag.aimana dirnaksud dalam pa"al L6 ayal 1, dapat dibagi 
mc:njadi 2 (dua) lam.di!!i yaitu: 

I. Konclisl yang direru::annlam 
2. Kondisi y1111g tidak direncanakan 

Pasail19 

I. Penyal.JJrnn hibah clan ban,;os untuk kondisi yang 
direncnfUlknn diusuJkan dan dnctnpkan lx:rdasw:lam 
Surat Kcpulusnn Bupati ; 

2. Penerima hibah dan bansos yang telah diletapkao 
berdasnrkan Sumt Keputusan Bupati akan m<mdap;u 
priorih99 ba.nruan 

Pasal20 

I. Penyalu;aa, tulJe.b atau bansos untuk kondisi yang tidal< 
dir1'nnmakan/ talc tcrduga dapat d.toerikan be-rdattrkan 
pcriscb.tjuan 8upati kctika melihat kondisi 
llngkungan/ masyarakat di lnpangan, ""hingga 
pennollonan hibah dan bantuan sosial cL. ... pat diaJukan; 

2. Pcv,:rima bibah atau bansos yang tidak ~ncanakan 
dapa, diberikan berdasarkan usulan l«:batuhM. 
pcrtim.bangan, dan korufi:siullaagan yangada. 



-

DA.DIV 

vfR WW..<XPEIJCAIRAlt, PEIIYALURAII l>AJII 
PBRTAJIIGGtJ111<"-.JA.WABAJf 

Sagi- Kcsatu 
Pencdra.n dan penyalunn dan J>C'ffl'"UIIDl:Jawahan 

Hihah 
hsal:Zl 

I. Permohonan pencairan ditujukan kcpada Bupati melalui 
SKPD /Unit SKPO Penangg1'lngjawab Pe!S.ksanaan Belaaja 
Hibah, dengart dileng)capi dokumcn sebagai berikut · 
a, Neskah Pel']llllJtan Hibah Oaerah: 
b. Renama Penggunaan UAIHJ / Proposal; 
c . Kwitwlsi bea:m:Lcn:i <;t.1kup; 
d . Copy Rckening Banlt. 

2. SKPD / Unit StcPD Penanggungiavrab Pebd<sanaan Belanja 
Hibah memveriJilcas, kelengkapan dokumcn pennohonan, 
dan memberil<an pc:rtimballgan kcpada Bupati sebag;,l 
dasar perserujuan pencairan dana; 

3. Pennohonan hcscrta dolc:u=n kelcngkapann,ca sdchi h 
mem:lapal pcrselujl.l>Ul Bupall di,,wnpaikan ke OlllW> 
PPKD untuk dip.tka,i ...:11.\gai d.isar p,µ,erbitan $PP, SPM 
dan Sf'20 aras nama Bcrulan""8 Pmgcluacan !'!'KO. 

4, SP2D yang telah dilerbi lk:an oleh Bend.ah.a ra Umum 
Daerah (BI.IDt / Kua,;., BUD disrunpaikan kc Bank 
Bengkulu (Sclaku Kas Umum Oae,-ah► untuk 
memindahbukukan Dana seb<:sar rerscbul dalam SP2D 
dari Rekcniog K,,s Umum ~rah l<e Rckening 
Bendaham Pengeluaran PPKO. 

PaRl 22 

1. Benclahanl Pengeluaran PPKO akan menyalu.-rkan dana 
sebagaimana dimaksud ;;!alam Pasal 21 ayat (4) langsuog 
ke rekening maslng-masin{: penerima Hlbah; acau 

2 M(1.1ywurlmn kt rekenlng maaing-mnsing pencrima 
Hibab melalui. SKPO/Unit SKP0 Penanggungjawal> 
Pcla.ksa.naan lk-lanja Hjh,,b 

3, Oalam bal kctcnlUar> sebagai.mana diroaksurl pada ayat 
(I) dan. eye.t. (2) tidak dapal d;Jaksanalwn, penyalumn 
dar>a Hibah dapaL diterimakan langsung kepada 
penerima tlibah, yang pcnyerahannya dilengkapi B'erita 
Acara Penycrllhan Dana '.Hibab dan Kwitansi. setta alat 
l>ukti sab lainnya. 

Paw-23-

1 Pertapggungjawaban pemberian bibah dalarn bentuk 
uang Ju;pada inbl.aMi vertikal d,m organisasi cSemi 
pcme.rinmh dipertanggungjnwabkan olch penerima hibah 
scl.>&g;u obyek pemerik.,.,an. dalam bcnluk lapomn 
realisasi penggu:naan dana, bukti-buktl lajnnya yang 
sah sesuai naskah pernjanjian lu"bab dan peraturan 
nr~ t..-.AQntr-11nrt~na:.n lstjn-nvA. 



-

t ~. •·· '.,i.~ "'1.-...&i 1.UlL.l I m 
D;;eruh tBUDJ 1--uas. s. k :I ,I< 
Bengkulu tSt:luku l\as- I. mum Uacr Ulj 1..1nn1K 

inemindahbukukiln Don" sobesnr 1er:;ebut duJam SP 11) 
dari Rckcni1tg Krui Umum Duurah kc Rck<"nmg 
Bend:ahara Pen/(cluaran PPKD. 

Pa.sal 27 

1. Bendabara Pengeluura n PPKD akJ.u1 nwnyalurkun clan;; 
-sebagaimana ctimaksud dalam PasaJ 23 .iya I 15) k<c 
rekening masing-ma.-slni pcnerima hanllum s<Jsln.1, flfHu 

2, Men:,1alurkan kc ma~i11g-ma.sing rc.·kcning pcner-ima 
btintuftn ::io:si0J mt:lului ~l\l·D, I 1u, t SK.l"IJ 
Pt~naaggu.ngjbwflb Pelaks<cmu.:11 Bel.am;, l:iam •~111 8osi1.:1I 1 

3. Dalam hal kcccntua n sebagaimana dimaksud pada .1ra1 
( l) dan aya1 (2) cldak dal')at dilaksanakun, penv,tluran 
china bHntuan sosiaJ dapat dltcnmakan lungaung 
k~pada pentrimfl bantuan sosial, ym1l4 penvr-r.ahannyn 
tlilcngkapi Berilfl Aca1·lt P,·n.vcr...iJ1:u, 1, r uun dan 
l<witansi, scrta,a)et bt1kti SW, l.11r1nyu. 

4. Pcm berian banruan sos;al dalam bemuk baranl( 
diserah.kan kcpada pene-rima ba,nuan olch l'cmeri111,1h 
Daernh, yang dituangk,.n dalam ben,uk 1><:r1ta .>earn 
scrah t-erima ban, ng: 

PasaJ 211 

L Pi!rl'.A.nggungjawnba.n pen1.benan bantuan -sc>siuJ dalHm 
i1''11lltk uang dipertang.g_ungjuw,.l)ku11 ol.cb poncn111I1 
bonluan <;la.lam bcntul< La.ncla lcrima U<III!( l,c,icrl'> 
pen1ntukan penggu nann): penggunn,innya (l.,pc,r~11 
realisasl) 

2. Pcrtanggungjawa.ban pembc:ru.111 b1.t11lu,a11 ~osiel dalArri 
bcnluk barang. pengadaannyo d1pcrtt111AAUOl:?Jmvabkun 
oleh SKI'D SCJ!Uai peraturan pcrundnng-uncleu 1gao; 

Pasni 29 

1. Penerjma bantw:,n sosial l 1t1rtd mcn\.nmp.1 k 111 l\1punm 
pi:.r ta.nggungfawnba,.1l pcngg\..1JlH,1n ,1~111,:1 kcp1HJu lJPPKAD 
paling lamb"'-l tanggal i U bulan J:rnuarl I ahur, Anggarnn 
berfkurnya; 

2. Laporan pcrtanggungj-awaban ~eba)l,aimun .. l dimaksud 
t-1.Y8t 1 (satu) d isimpa.i'\ dan dipcrgunflkAn olt·h rwncrima 
ba.nsqs selalrn <1i>J<'l< pemenk, , 

Pa&a130 

Penc111ggungjawab Pclaksanaaa Bclanju BantUdll Sosu1J 
melakulron pengendulian tcrhadap pengelolaa.,1 dunu. sccuru 
instdtnlil mclakukan monitorin~ dan l'V:.;i luo~i 1-0rhod-a.p 
pcnenma hantu~n snsial. 



I . S,-ndabarn Hib<>h . 8/<n.""" bcrtanggw,ciit...,b unwk 
mm,bu~t 1apnran Monitm:ing clan Evaluasl 

2. Laporan M.mcv diber,k,m k,.pada ~\Mi~ diln i.~pal.a 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Kcuanga:n Dacrah • 

BA.RV 
PE'tfAJlfGGUNGJ'AWAB l'EL&KSAl'f.il Ktt..JA.TAN 

ff.ELANJA RIBAR AT.AU BA1JTUAII SOSLIU, 

Paaal32 

Penanggugjawub pdaksana kcgiatan belanja Hibah. 
6an1uan Sosial "dal&l1 SKPD yang Lerkait nengea TUgAs 
Pokok dan fungsirrya; 

2. PenaEggungjawab pelaksana kcgiat8II ,:;eb.-i.gaimana 
dimakrud pada aya-t (1) tcrca:nnun pada Peraturan 
Bupati l<'.Otfmg Pt:njabaran APBD; 

Paaal33 

Kuasa Pe-ngguoa Anggaran pelaksana kegiatan belaoja Hibah 
dan/ atau Banwan Sosial ditctapk.an drnga1' !(eputusan 
Bupali 

Kepala SKPD /!Jail SKPD 
pelmanaan kegiataa belanja 
sosiaJ mempunys:l tugas: 

,ielaku penanggungiawab 
bibah dan / 81.BU bantuan 

a. Me.laksanakan ilmmn perj,u,jian kcrjasama deogan 
pihak yang mer,eri,r,a bantuan; 

b. Mnigawasi dan mcngr.ndalikan pclal<,lanaan kegiatan 
belanja rubab dan / atau bantuan; 

c. Memvcri!il<.asi terhada:p peanobonan dan 
memberiknnpertimbangan kepe.da Bupati untuk 
dijadikan dasar _pcn,etujuan pcneairan dana 1-libah dan 
/ atau banruan; 

cL MemvcrikilH,as, surat penanggungja\\'aban (SPJ) darl 
penerima hibah dan / aiau bantuaa. 

Pasal35 
l?elaksanaan pengadaan barang dan jasa l¢rhadap Bclanja 

Hibah dan/ a tau Bantulill Sosial scsuai kctcntuan pcraturan 
pen.u1dang-undangan yang berlaku. 

Pasai36 

Blay!' e.clmmist rn.,si pengelolaan Belanja, 6clanja l:IJbab. 
dan/amu Banruan sosial dibebankan pada Anggaran 
Prn1fanAtJ1n d'1n Bt-lania Dattah KabuoalCn Lcbong 



BAB VII 
KETENTUAN PENUTOP 

Pual 37 

Pada sruu Peraturan Sups.ti ini mulai berlaku, Pcraturan 
Bupati Nomor 23 Tahun 2012 Tentnng Tata Cara 
Penganggaran , Pelaksanaan dan Peoatausahaon, 
Pertanggungjawa ban Don Pelaporan Serta Monitoring d,i.n 
Evaluasi 13<:lanja lilbah Dan Belanja BanL1.1an Sosial yang 
Bersumbe.r dari Anggaran Pendapatnn Dan Belanja Dacrah, 
dicabut dim dinyatakan tidak bcrlaku. 

Paal38 

Peraruran Bupati inl rnulai berlak:u pada LaOggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahui, memerintahkan 
pengundangan PenHuran Bupati ini, dengan pencmpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal r6" rn,,rcl 20 14 

d_ ...... -·;!~7 
~ H.ROSJONSYAH. 

Diundangkan di Tubei 
....._,._ pada Tanggal I!, ,rt,:,,n:/ 2014 
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